BAB Vi
KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan data vang ada serta pembahasan vang teiah
penyusun uraikan dalam bab-bab sebeiumnva mengenai konsolidasi
tanah perkotaan di Kelurahan Peiobo, akhirnva penvusun dapat
menarik beberapa kesimpuian sebagai berikut-

i Peiaksanaan kegiatan konsolidasi tapah perkotaan di Kelurahan
Petobo Kecamatan Pain Seiatan Kotamadya Paiu Propinsi Suiawesi

Tengah sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan

Nasionai No 4 Tahun 199}

7. Unsur penunjang daiam peiaksanaan kegiatan konsoiidasi tanah
perkotaan di Kelurahan Petobo Kecamatan Paiv Seiatan Kotamadya
Paiu Propinsi Suiawes: Tengah vaiiu:

a  Koordinasi aniar instansi
b Partisipasi masvarakat;
c. Tingginya dedikasi peiaksana.

5. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tanah perkotaan

di Kefurahan Peiobo Kecamaian Paiu Selatan Kotamadva Pain

Propinsi Suiawesi Tengah vaitu
a. Batas tanah kuranyg jeias

o
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b. Kuréngnya kelengkapan persyaratan;
c. Pemilik tanah berada di luar daerah;
d. Adanya tanaman di dalam lokasi konsolidasi tanah;
e. Pemilik tanah keberatan;
f. Adanya sengketa tanah;

g. Adanya bangunan di dalam lokasi konsolidasi tanah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penyusun
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Agar dalam pelaksanaan konsolidasi tanah seyogyanya disusun
terlebih  dahulu suatu perencanaan yang matang dengan
memperhatikan hal-hal yang menjadikan unsur penunjang serta hal-
hal sebagai penghambat dalam pelaksanaan konsolidasi tanah
tersebut, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan konsolidasi
tanah berikutnya akan lebih baik.

2. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, pada lokasi konsolidasi
tanah di Kelurahan Petobo yang telah selesai tidak segera diikuti
pelaksanaan pembangunan fisik, sehingga lokasi konsolidasi tanah
tersebut masih belum dirasakan manfaatnya. Dengan demikian
penyusun memberikan saran agar seluruh pemilik tanah di lokasi
konsolidasi tanah segera mendirikan bangunan perumahan, dan

bagi pengelola Sumbangan Tanah Untuk Pembangunan segera
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membangun  fasilitas umum sesuai dengan rencana dan
peruntukannya. Diharapkan setelah dibangunnya bangunan
perumahan serta fasilitas umum maka situasi dan kondisi di lokasi
konsolidasi tanah Kelurahan Petobo akan berubah menjadi lebih
baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di lokasi

konsolidasi tanah dan sekitarnya.
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